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Kepada,
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Cakupan

Kami telah melakukan penkatan dengan Komisi Pemrlihan Umum (Selanlutnya disebut'KPU"') Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Stuat Perianjian (Kontrak) F{omor 20lRT01.i-SPI;/PPK/2024
Tanggal 22 Februari 2024, untuk melakukan penkatan asurans dengmr keyakinan memadai dan memberikan
pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul untrlk
periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait
pelaporan Dana Kampanye, yaitu:
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesra

Tahun 2017 Nomor i82. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2A22 Entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pe.milihan Umum menladr Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6363);

2. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
3. Keputusan KPU Nonror 1677 Tahun 2023 tentang Pedonran Teknis Pelaporan Dana Kampanye

Pemiiihan Llmum;
4. Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknrs Pembukaan dan Penutupan

Rekening Khusus Dana Karnpanye;
5. Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanan Audit Laporan Dana

Kampanye Peserta Perniiihan Umum; dan
6. Keputusan KPU Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisr Pemilihan Umun

Nomor 1815 Tahrur 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanan Audit Laporan Dana Kampanye peserta
Pemilihan LImum

Unnrk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraftuan Dana
Kampanye".

lnformasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Pe.raturari KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umurn.
Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Grurungkidul terdri dari:
i. Laporan A.,vai Dana Kampan5re (LADK) adalah pernbukuan yang memuat intbnnasr Rekening Khusus

Dana Kampanve, sr:mber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhrtungan penerimaan
dan pengeluaran yang diperolei-r sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kamp:urye, dan
penerimaan sumbangan yang bersurnber dan pasarlgan Calon daniatau Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan
I (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul;
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Informasi Hal Pokok (Lanlutan)

2. l,aporan Pemberi Sumbangan Dana Kamparye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampa;kan sampai dengan I (satu) hari
sebelun penyampaian LPSDK kepada KPLI Kabupaten Gunungkidul; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan vang memuat
seiuruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang drmulai sejak ditetapka:r sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan berakhim;za masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Penkatan Aswans ini adalah Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023
tentang Dar:a Kampanire Panrlihan Umum (selanjumira disebut *PKPU i 8/2023"). Kriteria tersebut juga
dijadikan acrun dan diterapkan oleh Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul dalam merlyus4n Laporan
Dana Kampan-y-e. Kriteria ya:rg walib dipatuhi oleh Partar Demokrat Kabupaten Gunungkidul dalam
menyusun Laporan Dana Kampanye adalah.

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1 Pembukaan:

a. Pasal 37 ayat (2) PKPLr l8l?A23" Partaj Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai
Politik Peserta Pemrlu 1,ang terpisah dari rekenurg pribadi Partai Politrk Peserta Pemilu pada Bank
Umum,

b Pasai 31 ayat (3) PKPU 182023, Partai Polrtik Pese,rta Pemilu membuka RKDK trdak melampaui
ketenluan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat t (satu) hari sebelum dimulamya masa
kampanye:

c. Pasal 37 aTtat (4) PKPU 18/2023, Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar
pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Llmum, dan

d Pasal 37 ayat (8) PKPU 182A23, Partai Politik Pese.rta Pemrlu tingkat pusat, tingkat provinsi dan
tingkat kabripaterukota membuka dan melaporkan haflya I (satu) nomor RKDK kepada Komisi
Pemiiihan Umum. Komisi PemrLhan Umum Provrnsi, dan/atau Komisi Pemilihan Llmum
Kabupaten/Lota sesuai dengan tingkatannva

2. Pengelolaan:
a. Pasal 3l ayat (6) PKPU l8E0?3, Partai Politrk Peserta Pemilu dapat menurjrik petugas trntuk

mengeiola RKDK dilengkapi dengan surat pemyataan dari pimpinan Par,iai Pohlrtr<;
b. Pasaj 31 a.vat (10) PKPU 1812023, RKDK partai poiitik peserta pemilu tidak dapat dltank

dan/atau dilakukan penggantian: dan
c. Pasal 36 ayat (1) PKPLI 181?A23, Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib

drternpatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatafl Kampanye Pemilu

3. Penutrrpan.
a. Pasal 38 ayat (1 ) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Ba*

Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyarnpaian LDK kepada Ii{P;

b. Pasal 38 ayat (2) PKPU l&l21?3., Penutupan RKDK disampaikan dengan nrelampirkan surat
permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum; dan

c. Pasal 37 a5,at (5) PKPU 1812023, Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti
penutupan rekenrng berupa surat pemyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerlma
surat pemyataan dari Bank Urnum.
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B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi: 

Pasal 47 ayat (1) PKPU 18/2023, yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran 

untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan 

RKDK; 

e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2. Periode Pembukuan: 

a. Pasal 47 ayat (2) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 

3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari 

sebelum penyampaian LADK; 

b. Pasal 47 ayat (6) PKPU 18/2023, LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan 

tingkatannya; 

c. Pasal 47 ayat (7) PKPU 18/2023, LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan; 

d. Pasal 47 ayat (8) PKPU 18/2023, Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK 

dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta 

Pemilu yang bersangkutan; dan 

e. Pasal 47 ayat (10) PKPU 18/2023, Berhalangan tetap meliputi keadaan: 

1) meninggal dunia; 

2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau 

3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan. 

 

3. Kelengkapan dan Penyampaian: 

a. Pasal 51 ayat (4) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD 

Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 

mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari 

sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

b. Pasal 51 ayat (3) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan 

mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; 

c. Pasal 51 ayat (7) PKPU 18/2023, apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan 

oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum 

melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara 

hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;  

d. Pasal 47 ayat (4) PKPU 18/2023, apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta 

Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib 

melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang 

terdiri atas: 
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B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) (Lanlutan)
4 Kelengkapan dan Penyampaian: (Larljutan)

1) Formuir 1, Laporan Arval Dana Kampanye;
2) Fomulir 2,Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye-
3) Formulir 3, Laporan Aktivrtas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4) Fomrulir  ,Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
5) Formulrr 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode

Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye,
6) Fonnulr 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran.
7) Formulrr ?, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Ar.vai Dana Kampanye;
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Da:la Kampan_ve, dan
9) Bukti-bukti transaksr penerimaan dan transaksi pengehraran.

e. Pasal 51 ayat (5) PKPU 18/2023, Penyerahan LADK kepada Komisr Pemilihan Umum, Komisi
Pemrlihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan L.lmum Kabupaten,&ota sesuai dengal
tingkatannya, yang drlengkapi dengan:
1) Fomulr 1, Laporan Awal Dana Kampanye ,

2) Formulrr 2. Dattar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye,
4) Formulir 4,Daftar Persediaa:r Barang Dana Karnpanye
5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampan5re Setrelum Periode

Penrbukuan Laporan Ar,val Dana Kampanye:
6) Formulir 6. Laporan Awai Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
7 ) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Att'al Dana Kampanye,
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeiuaran.

C Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
l Muatan Infbrmasi.

Pasal49 ayat (1) PKPU 18DA23, LpSDK memuat infonnasr.
a. identrtas penyumbang; dan
b. irmlah sumbangan Dana Kampanve.

2. Kelengkapan dan Penyampaian.
a. Pasal 52 ayat (2) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan

tingkat kabupate.n&ota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan LImum dengan
mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Srkadeka"

b" Pasal 52 ayat (4) PKPU 1812A23, Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa
Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan

c Pasal 49 ayat (2) PKPU 1812023, LPSDK drsamparkan secara lengkap yang terdn atas:
1) LPSDK Prhak Lain Perseorangan;
2) LPSDK Pihak Lain Kelompok" dan
3 ) LPSDK Pihak Lain Pemsahaan daru'atau Badan Usaha Nonpemerintah.



Xi}1M ISTAN ITALK
SABAR & RIKAN

Ilalanran 5

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LppDK)
1. N'Iuatan Informasi, Pasal50 ayat (1) PKPLr 182023, Partar Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK

yang memuat informasr.
a. RKDK.
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran

untuk kegratan Kampanye apabiia ditenma sebelum periode punblkuarr;
d Catatan penerimaan dan pengeluffan Partai Politik Peserta Pemiiu termasuk sebelunr pembukaxr

RKDK;
e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
f. Bukti peflgeluaran yang dapat dipertanggrurg;arn abkan.
g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
h Asersi atas Laporan Dana Kampanve.

2. Periode Pembukuan:
a. Pasal 50 ayat (2) PKPLr 1812023, Partai Politik Peserta PemiLu mematuhi periode pembukuiin

LPPDK yang dimular sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Poiitik peserta pemilu
dan ditutup 7 (tuluh) hari sebeh,m penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunluk Komisi
Pemt}han Llmum;

b. Pasal 50 a,vat (6) PKPU 18i2023. LPPDK Partai Polirrk Peserta Pemilu anggota DPR, DpRD
Provinsi. dan DPRD KabupaterlKota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan
trngkatannya,

c. Pasal 50 ayat i7) PKPU lSl?023, LPPDK calon anggota DPR. DPRD Provrnsr dan DpRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan: dan

d. Pasal 50 ayat (s) PKPU 1812023, Dalam ha1 Pimpinan Partai Politrl< berhalangan tetap, LppDK
dapat ditandatangani oleh pihak .vang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Polittk yang
bersangkutan dibuktikan dengan surat keterargan pendelegasian dari Partai Politik yang
bersangkutan.

e. Pasal 50 a-vat (10) PKPU 18i2023" Berhalangan tetap melipr.rti keadaan.
l) rnenurggal dLmra.
2i trdatq mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan

3. Kelengkapan dan Penyampaian,
a. Pasal 53 ayat (3) PKPU 18/2023, Pa:1ar Polrtik Peserta Pemilu dapat menyamparkan LppDK

clengan menginmkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka:
b. Pasal 53 ayat (4) PKPU 1812023- Pimprnan Partai Potitrk Peserta Pemrlu tingkat pusat, provinsr.

dan kabupatenlkota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD msnyampaikan Laporan Dala
Kampanye palmg lambat t5 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling larnbat pukul 23.59
waktu setempat;

c. Pasal 50 ayx (4) PKPLI 1812023, Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah drturyuk oieh
Komisi Pernilihan Limun:. dilampri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
1) Formulrr 1, Laporan Penerimaa:r dan pengeluaran DanaKampanl,e
2) FormLrlir 2,Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye,
3) Formulir 3, Laporan Aktrvitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanl,e;
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D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LpprlK) (Lanlutan)
3. Kelengkapan dan Penvampaian. (Lan-1utan)

5) For"mulu'5, Lapcrran Aktivitas Penerimaan dan PengeluaranDanaKampanye Sebelum Perrode
Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

5) Fornrulr 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan
Pengeluaran;

7) Fonnuiir 7, Asersr Atas Laporarr Penerimaan dan Pengeluara:r Dana Kampanye;
8) Salinan dan Rekening Korar Rekenrng Khusus Dana Kampanye;
9) Surat Pernyataan dari Barik lJmum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Caion

bersangkritan telah ditutup; dan
i 0i Bukti-bukti transaksi penelmaan dan transaksr pengeluaran.

d. Pasal 53 ayat (6) PKPU 1812023" Dalam ha1 Partai Politrk Peserta Pemilu tidak rnenyampaikan
LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menvampaikan LADK dan LPSDK kepada li{p mela}ui
Sikadeka untuk dilakukan audit.

4. Sumber/Klasifikasr dan Identitas Penyumbang:
a. Pasal 3i ayat (1) PKPU 1&l2An, Dana Karnpanye Pe.milu Anggota DPR dan DPRD bersumber

dari:
l.) Partai Polrtik;
2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dar-i DPRD kabupaten4<ota dari Partai Politrk 5uang

bersangkutan; dan
3) Sumbangan yang sah menurut hukurn dari pihak 1ain, yaitu:

a) Perseorangan;
b) Kelompok.
c) Perusahaan ; danlatatr
d) Badan usaha nonpemerintah

b. Pasal 33 ayat (1) PKPU 1812023, Sumbangar dari pihak larn harus dilengkapi dengan surat
pemyataan penl'umbang yang menurut mformasi identrtas Penyumbaflg dan,lumlah sumbangan;

c. Pasal 33 ayat (2) PK"U l8l2}?3, Sumbangan yang berasal dari perseorallgan, keloinpok,
pemsahaan, dadatau badan risaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang
jelas dan jumlah sumbangan.

d. Pasal 32 ayat (8) PKPU 18l2c13- Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta pemilu
dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undar-rgan yang mengatlr mengenai orgamsasi
masyarakat:

e. Pasal 49 ayat (2) huruf b PKPU 1812A?3, Sumt'rangan yang berasal dari pihak lain Kelompok
drlampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukrmr Nonpemerintah dari Menteri
yang menyelenggarakan urusar pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

f. Pasal 49 ayat (2) c PKPU 15,2023, Sumbangan 1,arg berasai dari pihak lain perusahaan atau
Badan tisaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendrian Penisahaan atau badan gsaha;

g. Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU 182023, Penerimaan sumbangan Dana Kampaflye yang
diiakukan dengan cara memindahkan dana dan nomor rekening peny.umbalg ke RKDK <iisertai
idenhtas penyumbang.

h. Pasal 36 ayat (5) PKPU 182023^ Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bark
yang bersangkutan; dan

i. Pasal 36 a1'at (5) PKPU 18i2023, Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalur setoran
tunai pada bank, disertai dengan surat pemyataan peny-umbang.
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Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LppDK) (Lanjutan)
5. Pencatatan Penerimaan Sumbangan:

a. Pasal 34 ayat (4) PKPU 1s!2A23, Partai Politik Peserta Pemilu mencatat daa melaporkan seluruh
sumbangan (mencakup uang. barang, da:r,/atau Jasa yang dikonversillan dengan nilai uang,
tennasuk utang dan diskon pembeiian barang atau jasa yang melebrhi batas kewalaran transakii
.1ual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daitar Penerimaan Sunbangan, dan

b. Pasal 37 ayat (1) PKPLT 181?023, DanaKampanyeyang ba-upauang, wajib ditempatkan pada
RKDK terlebih dahulu sebeliim digunakan untuk kegratan kampanye pemilu.

6. Batasan,Kesesuaian Sumbansan.
Pasal 34 ayat (l) dan (2) PKPU 1sl?023. Partai Potitik Peserla Pemrlu mernatuhi;umlah penerimaan
sumbangan (mencakup uang, barang. dan/atau jasa yang dikonversikan dengan ,ilui ,r*g, termasuk
utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang mele.bihi batas kewajaran transaksi jr'ruib*li secara
umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK trdalr melebrhr jumlah di bawair ini.
a. RpZ.500 000 000,00 (dua miivar lima ratus -juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
b. Rp25.000 000 000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) urtuk peryumbang keiompok danratau

badan usaha non pemerintah.

7 Sumbangan yang dilarang.
Pasal 34 ayat (5) PKPLT 18l2AT- Partar Poiitik Peserta Pemilu .vang menerima sumbangan melebrhi
ketentuarl harus mematuhi ketentuan berrkut:
a. Diiarang mengaunakan kelebihan dana drmaksud,
b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisr Pernilihan Umum. danc menYerahkan sttmbangar tersetrut ke kas Negara pahrg lambat i4 (empat belas) hari setelah masa

Kampanys berakhir

8. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye:
a. Pasal 41 ayat (1) PKPU 18e023. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DpR.

DPRD provinsr, dan DPRD kabupatenlkota vaihr untuk.
I ) Pemiriayaan aktivrtas kampanye;
2) Pembayaran utang; dan
3) Pengeluaran lai'-larl yang dinilai berdasarkan harga pasar ).,ang wa]ar.

b. Pasal 34 ayat (4) PKPU l9l21?j , Setiap drskon pembelian barang,rzang melebihi batas kewajaran
jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sLrmbangan.
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Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bLiktr yang relevan dan terbatas pada rnformasi yang terlirang
pada Laporan Dana Kampan-ve yang disampartrian kepada karni oleh Panai Demokrat Kabupaten
Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, mrsalnya,
pengujian secara samphng yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendetetsi
ketidakpatuhan dan kecurangan yang te{adi. Terdapat keterbatasan sifat, saat. lingkup, ragam dan
karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal r:sul Dana Kampanye. sehrngga ada kernirngknan
Dana Kampanye tidak tercakup secara menl,eluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. pemeriksaan
kami juga terbatas hanya pada dokumen dan;'atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh partai
Demokrat Kabupaten Gunungkidul. sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang trdak
diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan 1ega1 atas kepatuhan partai Demokrat
Kabupaten Gunun-qkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana
Kampanve.

Tanggung Jawab Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul

Partai Demokrat Kabupaten Gurungkidul bertanggung .larvab atas pen--vusunan Laporan Dana Kampanye
Yang sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggirng jaN,ab tersebut juga meniakup
penerapan metode penilaian. asumsi, dan perkraan i/axg digunakan dalam laporan, serta perancangan,
rmplementasi, pemeLharaan sistem, dan proses .vang relevan untuk penyusunan iaporan partai Demotrat
Kabupaten Gunung;kidui juga bertanggung jawab atas kepatuhan tedradap peraturan perundang-undan-9an
terkait Dana Kan-rpanye. sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilr: ParJai Dernokrat Kabupaten Gunurrgkidul tanggal
22 Februari 2024.

Tanggung Jawatr Akuntan Publik

Tanggung jax'ab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyataka.n simpulan berupa pendapat dengan
keyakuran memadai ter-liadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-proseduryang kami
lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakulian perikatan uri berdasarkan Standar peiikatan
Asurans 3000 (Revisi 2022') "Perikatan Asltrans selain Ar"rdit atau Reviu atas lnfbrrnasi Keuangan I{istoris"
yang ditetapkan oleh lnstiturt Akuntan Pubhk lndonesia. Standar tersebut mer&ajibkan kami untuk memenuhi
ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etrk Profesr Akuntan Pubik termasuk persyaratan
independensi bagi semua personel yang terhbat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut luga
mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanerkan Perikatan Asurars secara memadai dalam
m en dukung kesimpulan kami.

Seluruh personei prolesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam
meiaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal I02 ayat (1) Peraturan KPU Nomor I 8 Tahrui 2023
tentang Dana Kamparrye Pemil:ihan Umum, kamr melaksmrakan peritatan ili selarna 30 (tiga puluh) Hari
kalender terhitLrng setak kami menerima Laporan Dana Kampanl,e partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul
dari KPU Kabupaten Gunungkrdul.
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Halaman 9

Simpulan

Menurut opini kamr. Asersi Partai Demokrat Kabupaten Cunungk'idu1 dalam Laporan Dana Kampanve
tersebut di atas. telah patuh dalan semua hal material, terhadap kriteria -vang berlaku sebagaimana diatur
dalarn Peraturan KFU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kamparrye Pemilihan Llrnum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatau Asurans rni hanya kepada KPU Provuisr D I Yogyakarta
dan sesuai derrgan Surat Perjuxriian Kontrak -vang telah disepakati. Oieh karena itu kami tidak Lrertanggung
jau,ab atas penggunaan laporan rni oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan iainnya.

Kantor Akuntan Pubhk Sabar & Rekan

E.,lvl.Ak.. Ak.. CA." CPA^, CPI
Iiin Akuntari Publik No AP.153i
Ijin Usahalr{o Kep i038/KM 1i2012

29 Maret.20?4



G, FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

. 
PARTAIDEMOKRAT

DEWAN PIMPINAN DAEMH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Narna

Alamat

Nomor lnduk KePendudukan

Jabatan

2- Nama

Alamat

Nomor lnduk KePendudukan

Jabatan

HENRYARDIYANTO

Siyono Wetan 063/ 010 Logandeng Playen Gunungkidul

34030322047900M

Ketua

SUHARTI

SAMBIREJO, RT OO2IOOE SIDOREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL

: 34031 0550871 0003

: Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KabupatenKota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

A. Rekening Khusus Dana Kampanye {RKDK)

1. Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama

Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening

Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 37 ayat (1 ) dan aYat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023

plu h

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum

dimulainya masa KamPanYe

Pasal 37 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

j-+"h

c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU

Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (8) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana KamPanYe

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

V+-t4

a
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NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

2. Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

lalvtll

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari

setelah peputupan pembukuan LPPDK sampai dengan

1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana

Kampanye kepada KAP.

Pasal 38'ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

fa*uL1

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan

rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum

kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah

menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 38 ayat (5) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

Taluh

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1 Muatan lnformasi

f.

RKDK;

Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode

pembukuan;

Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik

Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik

Peserta Pemilu; dan

Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat

d i pertan g gu n gjawabkan.

Kami menyusun LADK yang memuat informasi:

c.

d.

Pasal 47 ayat (1 ) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

yaluVl

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan

yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)

Hari sebelum penyampaian LADK.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

Frh
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tenlang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

fal'r\

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun2D23.

Plu h



NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUHi

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggungjawab
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

7a*uL1

3. Penyampaian

Laporan

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU

Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

Pasal 51'ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

?"fu\

b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14

{empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat

umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Pasal 51 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

f"lr^
c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan

LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui

Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima

tanda pengembalian dan berita acara hasil

pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 51 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

r+,h

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENFRIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULTR 3 LAPORAN AKT|V|TAS PENERTMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULTR 5 LAPORAN AKT|VITAS PENERTMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

b.

tr{u\
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UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULTR 2 DAFTAR PENERTMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULTR 3 LAPORAN AKT|VITAS PENERTMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKT|V|TAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE,

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LpSDK)

Muatan lnformasi Kami menyampaikan LPSDK dad penyumbang kepada KpU
yang memuat informasi:

a. ldentitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023

Penyampaian

Laporan
Kami menyampaikan LPSDK kepada KpU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan,

b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye {LppDK)

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor
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NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUHi

TIDAK

PATUH

1 2 e ,4 5

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo

hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk

kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode

pembukuan;

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik

. Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pbkok wajib pajak masing-masing Partai Politik

Peserta Pemilu;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan ;

s. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;

dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

1 I Tahun 2023.

r"fut4

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari

setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan

ditutup 7 {tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK

kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

Talo\.1

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

fdtu h

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43 ayat (6) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

1"tu\

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

f"{" ln

3. Penyampaian

Laporan

a- Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang

ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pasal 53 ayat (1 ) dan ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2023
P^*u\

b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling

lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

lclu\

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERTMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMf,ANYE;
pntuh
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NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUHi

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

FORMLiLIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

FORMUTIR 7 ASERSIATAS LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang

bersangkutan telah ditutup; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

2\

3)

4)

s)

6)

7)

8)

e)

10)

E. Ketentuan Lainnya

1 Sumber Dana

Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a, Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

2. Pembatasan/

Kesesuaian

Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut;

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua

miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.0p0,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum

Nomor 1B Tahun 2023.
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NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH/

TIDAK

PATUH

I 2 3 4 5
2 Sumbangan yang

Dilarang
Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang
maka kami memaluhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak menggunakan sumbangan terebut;

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada
KPU; dan

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

Pasal 34 ayat (5) dan Pasal

1 16 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang

Dana Kampanye Pemilihan

Umurn Nomor 18 Tahun 2023.

Yo*.u\

4. Pengeluaran

Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasad<an harga pasar yang wajar.

Catatan:

ai Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian

barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 41 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

F^f"1,1

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenamya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

t\
JS^-

{HENRY ARDTYANTO)

GU N UNGKIDUL, 22 F ebru ari 2O24

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

xerupeffiEiltKrDUL



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI DEMOKRAT

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATENiKOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2424

NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG {Rp) BARANG {Rp) JASA {Rp)

A.1 Penerimaan sebelum periode
pembukuan

0 0 0

4,2 Penerimaan sumbangan

1 Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 50.000 0 0

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

0 0 0

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

0 0 93.503.000

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0

5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 50.000 0 93.503.000

4.3 Penerimaan Lain-Lain

1 Bunga Bank 0 0 0

JUMLAH PEN ERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design danlatau Alat Peraga
Kampanye

0 0 0

2. Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan BahanlDesign dan/atau Alat
Peraga Kampanye

0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

0 0 0

a

TOTAL PENERIMAAN 50.000 0 s3.503.000



NOMOR AKTIVITAS
BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

D Saldo

1 Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

12.500 0 0

2. Kas di Bendahara 0

3. Barang 0 0 0

cUNU.NGKIDUL, 22 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN QAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(HENRY ARDIYANTO) WJ


